BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR ‘P TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pencrima
Pensiun atau Tuanjangan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur

Negara,;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (€) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahua 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibu kota Kabupaten Dati Il Langkat dari
Wilayah Kodya Dati Il Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah
Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati Il Binjai, Kabupaten
Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjengan Hari Raya Tahun 2020 Kepada
Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6515);



Menetapkan :

8.

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Xabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor
S);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 57);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2020 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Katupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA.



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kasupaten Langkat.

2. Bupati adalah Bupati Langkat.

3. Pemerintah Dacrah adalah  Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Femerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah Otonom.

4, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aszt Daerah Kabupaten Langkat.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

/. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat.

8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.



10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan

SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021
diberikan kepada Aparatur Negara yang terdiri atas :
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK; dan
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di
Luar Pemerintah Kabupaten Langkat yang gajinya
dibayarkan pacla Pemerintah Kabupaten Langkat;

b. PNS penerima uvang tunggu;

c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih

dibayarkan; dan
d. Calon PNS.
Pasal 3
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam
negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi
tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur

Negara terdiri atas :

e P oo P

(1)

(2)

(3)

(Y

(1)

Gaji Pokok;
Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Pangan; dan

. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sesuai

Jabatannya dan/atau pangkatnya.
Pasal 5

Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan
sebelum tanggal hari raya maka Tunjangan Hari Raya dapat

dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan pada
bulan juni, maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan
setelah bulan juni.

Tunjangan hari raya besarannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan
pada bulan April Tahun 2021.

Gaji Ketiga Belas besarannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan

pada bulan Juni Tahun 2021.
Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak
penghasilan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undengan dan ditanggung oleh pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
Tunjangan hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)

Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai pensiunan
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur
Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang

nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1
(satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran
Tunjangan Hari Raya Tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Apa-atur Negara sekaligus sebagai penerima

Pensiun, Tunjanzan Hari Raya yang dibayarkan adalah :

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
Pasal 8

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada BFKAD.

SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan

terpisah dari SPM gaji bulanan.

Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan

pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.



Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS
yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah

dibayarkan atau belumn dibayarkan.
Fasal 10

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021
mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan

dibidang pengelolaan <euangan daerah.

BAB V

PENDANAAN
FPasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bagi PNS dan PPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 12

(1) Pada saat Peraturar Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2020;
dan

2. Peraturan Bupati Langkat Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji etau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat; dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan  Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengctahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya delam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 4 -5 - 2021

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 -5- 2021
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR: 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,
b \ i S
l 11
DIAN TRIANI, SH
PENATA Tk. I (I11/d)

NIP. 19800614 200502 2 001



